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Flenteri Luar Negeri
‘Republik 3ndonesia

PERNYATAAN PASAL 6 KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN
PENGEBOMAN OLEH TERORIS

Pemerintah Republik Ind i ! bahwa ¥ Pasal 6 Konvensi
L ional Pemt P b oleh Teroris, akan dilaksanakan dengan
hi prinsip-prinsip kedaul dan k han wilayah suatu negara.
PENSYARAT, ASAL 20 KONVEN 4 INAL PEMBERANTASAN
PENGEBO] LEH TERORIS
P i Republik Indonesia tidak terikat pada Pasal 20 dan berpendirian bahwa

apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan tafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang
tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal tersebut,
dapat k Mahk I jonal hanya berdasarkan kesepak para pihak
yang bersengketa.

Dr. N. Hassan Wirsjuda




